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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat
terhadap aktivitas tempat hiburan malam / karaoke keluarga yang sangat
meresahkan dan diduga banyak terjadi perbuatan-perbuatan asusila yang terjadi
di Kota Solok khususnya dalam ruangan / room karaoke keluarga tersebut. Kota
Solok salah satu daerah yang menaruh perhatian khusus terhadap pekat / penyakit
masyarakat yang dikhawatirkan dapat merusak kultur masyarakat kota Solok.
Kota Solok memiliki slogan “Kota beras serambi medinah” yang berarti Kota
penghasil beras yang berkultur islam, salah satu bukti keseriusan Pemerintah
Daerah Kota Solok dalam usaha memerangi penyakit masyarakat ialah dengan
diundangkan nya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Dimana peraturan daerah ini mengatur
tentang sembilan (9) Tertib, salah satunya tertib tempat hiburan yang diatur
dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum, serta apa saja
kendala dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu
dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dilingkungan
masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan instansi
terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, dan observasi dilapangan
yang dilakukan saat pra penelitian maupun penelitian oleh penulis terhadap
tempat tempat hiburan / karaoke keluarga di wilayah Kota Solok. Hasil Penelitian
ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum
belum terlaksana dengan maksimal dan menemukan beberapa kendala yang
menyebabkan mekanisme sistim kerja belum terlaksana dengan baik.
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